BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Efektivitas Pemungutan
Pajak Kendaraan Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar pada UPT Pendapatan
Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa pemungutan pajak kendaraan alat-alat berat dan alat-alat berat pada
UPT Pendapatan Duri menjalankan tugas susai dengan Peraturan Daerah
Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang mana
pemungutan pajak kendaraan alat-alat berat dan besar ini berjalan belum
efektif. Seperti yang dijelaskan pada hasil wawancara peneliti dengan
narasumber, masih banyak yang menjadi kendala dalam memungut pajak
kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar pada UPT Pendapatan Duri.

Hal ini terjadi seperti yang disampaikan pihak UPT Pendapatan Duri
karena masih kurangnya kepatuhan atau rajinnya dari wajib pajak yang
melakukan pembayaran pajak kendaraan alat berat dan besar ini, selain itu
juga masih banyak dari perusahaan yang ada diduri tidak mendaftarkan
kendaraan alat beratnya pada UPT Pendapatan Duri, dengan banyaknya
perusahaan yang melakukan hal seperti itu, maka sulit untuk UPT Pendapatan
Duri menghasilkan penerimaan pajak yang selalu meningkat atau dinamis. Hal
ini terjadi karena alat berat dan besar ini merupakan kendaraan yang tidak

dapat beroperasi dijalanan, oleh karena itu penindakan langsung kepada setiap
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alat berat dan besar yang tidak didaftarkan dan dibayarkan pajaknya itu sulit
dilakukan oleh pihak UPT Pendapatan Duiri.

Selain itu peneliti melihat bahwa wajib pajak hanya sekedar
melakukan pembayaran pajak saja tidak ingin tahu tentang aturan-aturan yang
mengikat terlaksananya pemungutan pajak kendaraan alat berat dan besar di
UPT Pendapatan Duri. Wajib pajak juga diharapkan mengetahui aturan
tentang perpajakan, agar proses pelaksanaan perpajakan dapat berjalan baik.

Selanjutnya waktu juga dapat berpengaruh besar terhadap efektivitas
pemungutan pajak kendaraan alat berat dan besar, jika wajib pajak mengalami
keterlambatan dalam membayar pajaknya maka akan berpengaruh kepada
realisasi penerimaan dari pajak tersebut. Wajib pajak yang terlambat
melakukan pembayaran pajak maka akan dijatuhi sanksi administrasi yang
telah ditentukan dan sudah ada dalam aturan, dan semua wajib pajak wajib
mengikuti sanksi yang diberikan ini. Sanksi yang diberikan ini berfungsi agar
semua wajib pajak patuh dan rajin untuk membayarkan kewajibannya
terhadap pajak kendaraan alat berat dan besar. Efektivitas pajak kendaraan
alat-alat berat dan alat-alat besar pada UPT Pendapatan Duri yang peniliti
lakukan dikatakan belum optimal dan berjalan efektif.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang berjudul Efektivitas Pemungutan Pajak
Kendaraan Alat-Alat Berat Dan Alat-Alat Besar Pada UPT Pendapatan Duri
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, maka saran yang peneliti berikan

sebagai berikut:
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. Sebaiknya pihak UPT Pendapatan Duri melakukan check secara langsung
kelapangan untuk mengetahui berapa alat berat dan besar yang ada pada
setiap perusahaan, sehingga pihak UPT Pendapatan Duri dapat mengetahui
perusahaan-perusahaan mana saja yang memiliki dan berapa jumlah
kendaraan alat berat yang perusahaan itu miliki.

. Pihak UPT Pendapatan Duri lebih banyak memberikan informasi guna
mengingatkan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Bukan hanya
memberikan informasi dari surat tetapi perusahaan juga melakukan
sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak dan
aturan-aturan yang mengikat tentang pajak yang gencar kepada setiap
perusahaan yang memiliki alat berat dan besar.

. Perlu adanya pembaharuan dalam sistem pemungutan, seperti dibuatkan
database khusus untuk pajak kendaraan alat berat dan besar pada UPT
Pendapatan Duri.

. Pihak UPT Pendapatan Duri harus lebih tegas kepada setiap wajib pajak
yang tidak mematuhi perpajakan dengan memberikan surat penagihan
pajak kepada wajib pajak yang sudah lama menunggak.

. Setiap perusahaan agar lebih aktif lagi dalam menggali informasi tentang
perpajakan kepada pihak UPT Pendapatan Duri, agar keterlambatan
sampal tidak membayar pajak itu tidak terjadi lagi.

. Wajib pajak harus lebih meningkatkan kesadarannya dan patuh dalam hal

pemenuhan kewajiban perpajakan.
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7. Wajib pajak juga lebih harus paham tentang aturan yang berlaku atau yang
menjadi pedoman dalam proses pemungutan pajak yang digunakan oleh

UPT Pendapatan Duri, agar proses perpajakan dapat terlaksana dengan

baik dan optimal.



